Menimbang

FERATURAN DAERAH KABUFATEM JEPARA

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat {4) Undang-

Undarng Nomaor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintatian Daerah |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4437 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 8
Tahun 2005 tenlang Penetapan  Peraturan  Pemerintah
FPengganti Undang-Undang Namor 2 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Momor 32 Tahun 2005
tentang Pemerintahan Daerah menjadi  Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4548 )
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah { DPRD } bersama Bupati
Jepara telah menyermpurnakan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah { APED )
Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Keputusan Guberrur
Jawa Tengah Nomor 910 / D86 / 2007 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan [Daerah Kabupaten Jepara tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara
tentar,g Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2007 ;

. bahwa panyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2007 udak bertentangan dengan kepentiangan
Umum dan peraturan perundang-undangar yang lebit tinggi;

. batwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
lentang Anggaran Pendapatan dan Belanjz Daerah { APBD }
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2007

Mengingat ...
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembBentukan
Daerah-dasrah Kabupatern Dalam Lingkungan Propinsi Jawe
Tengah ;

Lndang-undang Memor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burmi dan
Bangunan {Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985
MNomor S8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3312} sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Momor 12 Tahun 15994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1924 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 3569) |

Undang-Undang Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Megarz Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomar 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Momor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Mamar 34 Tahun 2000 {Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2000 MNomeor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048},

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1937 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Mamar 44, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3688 -

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Megara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 1999
Momor 75, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomer 3851} ;

. Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Megara { Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4288 ) .

. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Megara { Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2004MNomor 5, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 4355 ) ;

. Undang-Undang Mamar 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namar 4389)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran
Megars Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 44000
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10.Undang-Undang MNamar 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran MNegara
Republik Indanesia Tahun 2004 MNomor 104, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4421);

11 Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 teniang Pemearintahan
Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momaor 125, Tambahan Lembaran Megara Republik indonesia
Momar 4437  sebagaimana ielah diubah dengan Undarg-
Undang Momor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor 32 Tahun
2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

12. Undang-Undang Mamar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kauangan Aniara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4438);

13. Peraturan Pemerintah MNomar 65 Tahun 2001 lentang Pajak
Daerah {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2001
MNomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4138 ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomar 68 Tahun 2001 Tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Momaor 119, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Momor 41385

15, Peraturan Pemerintah MNomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomar 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indornesia Nomaor 4416), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2006 (Lembaran Megara Republik Indanesia Tahun 2006
Momor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4659);

16 Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005  tentang
Fengzlolaan Keuangan Badan Layanan Umum { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 48, Tambaharn
Lemtaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ):

17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ({ Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomaor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503 );

18. Paraturan ... ..
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Finjaman
Ctaerah | Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 136, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4574 ),

19.Peraturan Pemerintan Momaor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan { Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2005 MNomor 137, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indanesia Momaor 4575 1,

20. Peraturan Pemerintah Momar 58 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah { Lembaran MNegara Republik
Indgnesia Tahun 2005 MNomor 138, Tambahan Lembaran
Nagara Republik Indonesia Nomeor 4576 )

21.Peraturan Pemeriniah Momor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
[ Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor
138, Tamtahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4577 Y

22 Peraturan  Pemerintanh  Nomer 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indoresia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 457 8);

23 Peraturan Pemerintah Momor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman
Peryusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
[ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor
4585 .

24, Peraturan Pemerimtah Momor 79 Tahun 2005 tentang Pedaman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah | Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4593 );

25 Peraturan Pemerintah Momar 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah [ Lemberan Megara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomar 25 Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4614 J;

26.Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
FPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

27, Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2007 ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006
temtang  Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahur 2006 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Nomor 3 J;

29, Peraturan ... .
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Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran
Daerah  Kabupaten JeparaTahun 2004 Nemor 23),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun
2005 { Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 6 )

Dengan Persetujuan Bersama

DEVWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEFARA

dan

BLPATI JEFARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan | PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DA

N BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

FPasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Dasrah

Rp. B57.115.940.000 -
Rp. 679.278.387.000,-

Defisit Rp. 22.162.447.000-

3. Pembiayaan Daerah ;

a. Penerimaan
k. Pengsluaran

Sisa Lebih Pembiayaan

Rp. 28.103.432.000 -
Rp. 7.690.985.000 -

Pambiayaan Netto Rp. 22.162.447.000 -

———

Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0.-



B

Pasal 2

{1) Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 terdiri dan
5. Pendapatan Asli Daerah sejumniah Rp. 53.900.233.000 -
b, Dana Perimbangan sejumiah Rp. 536.307 201.0C0 -
¢ Lain-lsin pendapatan daerah yang sah sejumliah Rp &6 908.506.000, -

(2y Pendapatan Asli Daeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hiuruf @, terdin dari
a. Pajak Daerah Rp. 12.043 850,000, -
b, Retribusi daerah sejumlah Rp. 31.495.576.000,-
c. Hasil Pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  sejumiah
Rp. 1.028.857.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 2.330.9850.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimans dimaksud pada ayat {1) huruf b, terdin dari jenis
pendapatan .
a. Darna bagi hasil sgjumlah Rp. 26.667.201.000,-
b, Dana alokasi umum sejumiah Rp. 451.230.000.000.-
- Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 48.410.000.000,-

(4] Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Furuf ©
terdiri dari jenis pendapatan :

Hibah sejumiah Rp . 0-

Dana darurat sejumiah Rp. 4,

Dana bagi hasil pajak sejumniah Rp 26.264 826,000 -

Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 25.000.000.000,-

Bantuan keuangan dari Propinsi atau pemernintan daerah lainnya sejumlah

Rp. 15.643.680.000,-

man T

Pasal 3

(1) Belanja Dasrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak langsung sejumiah Rp. 345.947 .802.000 -
b. Balanja Langsung sejumlah Rp. 333.330,585.000 ..

(2} Belanja tidak langsung ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf &, terdiri dari
jenis belanja :

Belarja pegawai sejumiah Rp. 265.216.755.000.-

Belanja bunga sejurnlah Rp. 300.000.000,-

Belanja subsidi sejumiah Rp. 0.-

Belanja hibah sejumish Rp. O,-

Belanja bantuan sosial sejumiah Rp. 56.034.347.000 -

Belanja bagi hasil sejumiah Rp. D,-

Belanja bantuan keuangan sejumiah Rp. 22.351.700,00C,-

Belanja bdak terduga sejumish Rp. 2,000.000.000,-

T@ o AN T

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari jenis belanja :
a  Belanja pegawai sejumlah Rp. 57242 406.000Q,-
b. Belanja-belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 95.815.051.000,-
. Belanja modal ssjumlah Rp. 120.273.128.000,-
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Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Penerimaan sejumlah Rp. 29.103.432.000 -
B, Pengeluaran ssjumlah Rp. &.940.%85000,

(2} Penerimaan sebagaimana dmaksud pada ayat {1) hurof a terdin dari jenis

pembiayaan .

a. Bisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
sejumlah Rp. 25.103.432.000,-

al NN

FPencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0.-

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0.-
Penerimaan pinjaman daerah sejumiah Rp. 0, -

Penermaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0, -
FPenerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0.-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdii dari jenis

pembiayaan

a pembentukan dana cadangan sejumlah Rp, 0,-

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah dasrah sgjumlah Rp. 6 940,985,000 -
<. permnbayaran pokok utang sejumlah Rp. Q.-

d. pemberian pinjaman daerah sejumiah Rp. J,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini . terdiri dari

1.
2.

3,

000N

Lampiran |
Lampiran I|

Lampiran [

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VI
Lampiran V|1
Lampiran X

10, Lampiran X

11. Lampiran X|

12. Lampiran Xl
13. Lampiran Xl

- Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah

merurdt urusan Pemenntahan Daerah dan QOrganisasi

. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

menurut  urusan  Pemerintahan Daerah, Orjanisasi
Fendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

: Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah

menurut  Urusan  Pemerintahan  daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan.

. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Megara :

. Daftar Jurmlah Pegawai per Galangan dan per Jabatan
. Daftar Piuwtang Daerah

. Daftar Penyertaan Modal | Investasi } Daerah :
© Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah ;

. daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Lainnyg

: Daftar kegistan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
takhwur anggaran ini

- Daftar Dana Cadangan;

Daftar pinjaman dasrah dan abligasi daerah.



Paszal &

Sebagai landasan 'D[IJ-EFEEiDr'IEI pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Bupati menetapkan Peraturan Bupali lentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar set'iiaﬁ orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditelapkan di Jepars
pada tanggal 23 Fbruaer 2op 7

Fit. BUPATI JEPARA
SEKRETARIS DAERAH,

Vi

Ir. M. EFFENDH '

Pembina Utama Muda
NIP. 010145748

Perda ini dinystakan sah |
pads tanggal .23 Bbnan. 2007

Ciundangkan di Jspara .
pada tanggal 25 Pboan 3007

SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN
JEFARA

s

M. EFFENDI

. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR .1 .



